ABSTRAK

Diky Herdiansyah. 2024. Penyelesaian Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Khusus Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Studi
Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm). Di bawah bimbingan Dr. Ida
Farida, S.H., M.H. Selaku pembimbing I dan Dr. Herman Katimin, S.Sos,
S.H., M.Si., M.H. Selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 1) Penyelesaian pemidanaan
terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas dalam perkara Nomor
142/Pid.Sus/2024/PN Tsm. 2) Penerapan Restorative terhadap pelaku tindak
pidana khusus lalu lintas dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm. 3)
Faktor yang mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Bagi
Pelaku Tindak Pidana Khusus Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor
142/Pid.Sus/2024/PN Tsm.

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif. Informan dalam
penelitian ini Hakim ketua dan 2 orang haki, anggota pada Pengadilan Negeri
Tasikmalaya. Analisa data dilakukan terhadap data yang terkumpul baik dari hasil
observasi dan wawancara. Tahapan analisa data dilakukan dengan analisis
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Proses pemidanaan dalam
perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm dapat dipahami sebagai proses yang
tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi juga
mempertimbangkan kondisi pelaku dan tujuan pemidanaan. proses pemidanaan
dalam perkara ini telah melalui mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban
pidana secara lengkap. Terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena unsur tindak
pidana lalu lintas telah terbukti, tetapi bentuk pelaksanaan pidananya disesuaikan
dengan keadaan pribadi terdakwa, akibat perbuatan, sikap terdakwa, serta upaya
penyelesaian dengan keluarga korban. 2) Penerapan restorative justice dalam
perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm dapat dinilai telah tercermin secara
substantif, tetapi tidak sepenuhnya tampak sebagai penerapan prosedural/formal
restorative justice berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dalam putusan.
Unsur substantifnya terlihat melalui perdamaian keluarga, pemberian santunan,
penggantian kerugian, pengakuan dan penyesalan terdakwa, serta penjatuhan
pidana bersyarat. Sementara itu, putusan yang diteliti tetap menggunakan
konstruksi pemidanaan berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 dan pertimbangan Pasal 14a ayat (1) KUHP sebagai dasar pidana
bersyarat. 3) Faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan
sanksi terhadap terdakwa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu
faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan. Faktor yang
memberatkan adalah meninggalnya korban akibat perbuatan terdakwa. Sementara
itu, faktor yang meringankan meliputi pengakuan terdakwa, sikap sopan dan
penyesalan, status sebagai pelajar dan santri, belum pernah dihukum, pemberian
santunan, penggantian sepeda motor korban, serta adanya penyelesaian secara
kekeluargaan.
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ABSTRACT

Diky Herdiansyah. 2024. Sentencing Resolution for Perpetrators of Special
Traffic Offenses at the Tasikmalaya District Court (A Study of Case Number
142/Pid.Sus/2024/PN Tsm). Supervised by Dr. Ida Farida, S.H., M.H.
(Supervisor 1) and Dr. Herman Katimin, S.Sos, S.H., M.Si., M.H. (Supervisor
1I).

The objectives of this study are to determine: 1) the sentencing resolution
for the perpetrator of a special traffic offense in Case Number
142/Pid.Sus/2024/PN Tsm,; 2) the application of restorative justice principles
regarding the perpetrator in Case Number 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm, and 3) the
factors influencing the judge's considerations in determining the sanction for the
perpetrator in Case Number 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm.

This study employs a normative-juridical method. The informants for this
study were the presiding judge and two associate judges from the Tasikmalaya
District Court. Data analysis was conducted on information gathered through
observation and interviews, utilizing a qualitative analysis approach.

The research results indicate that: 1) The sentencing process in Case
Number 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm can be understood as a process that is not
solely oriented toward proving guilt but also considers the perpetrator's
circumstances and the objectives of sentencing. The sentencing process in this
case involved a comprehensive mechanism for establishing proof and criminal
liability. The defendant was found guilty because the elements of the special
traffic offense were proven, however, the implementation of the sentence was
tailored to the defendant's personal circumstances, the consequences of the act,
the defendant's attitude, and efforts toward resolution with the victim's family. 2)
The application of restorative justice in Case Number 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm
can be considered substantively reflected, yet it does not fully appear as a
procedural or formal application of restorative justice in accordance with
Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2024 within the verdict.
Substantive elements are evident through the family reconciliation, provision of
compensation, restitution for losses, the defendant's admission and expression of
remorse, and the imposition of a suspended sentence. Meanwhile, the verdict
under analysis retains a sentencing framework based on Article 310 paragraph
(4) of Law Number 22 of 2009, while relying on Article 14a paragraph (1) of the
Criminal Code (KUHP) as the legal basis for the suspended sentence. 3) Factors
influencing the judge's determination of the sanction against the defendant can be
categorized into two main groups: aggravating factors and mitigating factors.
The aggravating factor is the victim's death resulting from the defendant's actions.
Conversely, mitigating factors include the defendant's admission of guilt, polite
demeanor and expression of remorse, status as a Islamic boarding school student,
lack of prior criminal convictions, provision of compensation, replacement of the
victim's motorcycle, and the achievement of an amicable settlement between the
parties.
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